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PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Msb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salulemo, 18 Juni 2000, agama
Islam, pekerjaan XXxxxx XxXxX Xxxxxx, pendidikan terakhir
SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wotu, 25 Juli 2003, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx XxxxX, pendidikan terakhir SLTA, tempat
kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba
Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut
agama Islam pada tanggal 19 Februari 2021 di XXXX XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXX X XXX, KXXXXXXXKX XXXK XXXXX;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat waktu itu

ialah Imam Xxxxx XxXXXXxxxxxx bernama Bahri Usman, wali nikah
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Penggugat ialah ayah kandung Penggugat bernama Jais, dengan dihadiri
saksi nikah dua orang masing-masing bernama Hengki dan Paldi dengan
mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
4, Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian
nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan
Akta Nikah, karena ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak
terdaftar pada KUA setempat disebabkan orang yang dipercayakan untuk
mengurus Kutipan Akta Nikah pada KUA setempat lalai, sementara saat
ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan
perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan
penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
layaknya suami istri dan keduanya tinggal bersama di rumah kediaman
orangtua Penggugat di XXxX XXXXXXXXXXX, Kecamatan Bone - Bone,
XXXXXXXXX XXXX XXXXX;
7. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama ANAK (meninggal dunia);
8. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat berjalan harmonis namun berjalan 1 (satu) tahun
pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan:
. Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui
Media Sosial seperti WhatsApp dan Instagram;
. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan
Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat

hingga seminggu lamanya;
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10. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022 dimana Tergugat pergi ke
Jayapura dengan alasan bekerja namun sejak Tergugat pergi hingga saat
ini Tergugat tidak pernah sekalipun mengirim nafkah untuk Penggugat;

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6
bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
bekomunikasi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun
dengan Tergugat sudah tidak ada jalan, sehingga Penggugat memutuskan

jalan terbaik adalah cerai;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat, (PENGGUGAT)
dengan Tergugat, (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan pada tanggal

19 Februari 2021 di Desa Bantimurung, XXXXXXXXX XXXX X XXXX, XXXXXXXXX

XXXX XXXXX

3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 03 Januari
2024 dan tanggal 11 Januari 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara
menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat
gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar
jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT

(Penggugat), NIK. 732203025806000002 yang aslinya dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXX XXXXX, bukti

surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti P.;

B. Bukti Saksi
1. Saksi I, SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx XXXxx

XXXxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi

tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat dinikahkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada tanggal 19
Februari 2021;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan di XXXX XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXKX X XXX, XKXXXXXXXX XXXX XXKXKX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam xxxx
XXXXXXXXXXX bernama Bahri Usman;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung

Tergugat bernama Ayah Kandung Penggugat bernama Jais;
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- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat
adalah Hengki dan Paldi;

- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah
Cincin emas 2 gram dibayar tunai dan telah diserahterimakan secara
tunai pada saat akad nikah itu;

- Bahwa Penggugat berstatus Perawan, sedang Tergugat berstatus
Jejaka;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak
ada hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dirumah
kediaman orang tua Penggugat di XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX
X XXxX, Kabupaten LuwuUtara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
namun anak tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak tahun 2022

- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis adalah Tergugat sering berkomunikasi
dengan perempuan lain melalui Media Sosial seperti WhatsApp dan
Instagram selain itu juga Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan
yang jelas dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke rumah
orang tua Tergugat hingga seminggu lamanya;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa karena pada saat kejadian saksi berada di tempat itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat
tinggal 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
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- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak saling mengunjungi dan komunikasi pun tidak terjalin dengan
baik;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap

berkeinginan untuk bercerai;

2. Saksi Il, SAKSI 3, umur 60 tahun, agama Hindu, pekerjaan XxxXXxxxx
xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut
mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat dinikahkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada tanggal 19
Februari 2021;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan di XXXX XXXXXXXXXXX,
XXXXKKKXKK XKKK X XXX, KXXXXXXXX XXXX XXKKX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam xxxx
XXXXXXXXXXX bernama Bahri Usman;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Tergugat bernama Ayah Kandung Penggugat bernama Jais;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat
adalah Hengki dan Paldi;

- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah
Cincin emas 2 gram dibayar tunai dan telah diserahterimakan secara
tunai pada saat akad nikah itu;

- Bahwa Penggugat berstatus Perawan, sedang Tergugat berstatus
Jejaka;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak

ada hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dirumah
kediaman orang tua Penggugat di XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX
X XxXxx, Kabupaten LuwuUtara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
namun anak tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak tahun 2022

- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis adalah Tergugat sering berkomunikasi
dengan perempuan lain melalui Media Sosial seperti WhatsApp dan
Instagram selain itu juga Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan
yang jelas dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke rumah
orangtua Tergugat hingga seminggu lamanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan orang tua
Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat
tinggal 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa Penggugat/Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman
bersama;

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak saling mengunjungi dan komunikasi pun tidak terjalin dengan
baik;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap

berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan
Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita
Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1)
R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa
hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.
dan hal tersebut juga sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz I

halaman 382 paragraf 2 baris 6 yang berbunyi sebagai berikut:
aindl wilil Sl> ant sl lsisl Jjen iw b

Artinya : “Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau
ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian ”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai
dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara
sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah
Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

akan tetapi upaya damai tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang,
maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana
maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kumulasi permohonan
yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dibenarkan karena adanya
hubungan erat atau koneksitas (innerlijke samenhangen) antara keduanya,
sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4)
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
terlebih lagi kumulasi itsbat nikah dan perceraian telah diatur secara tersendiri
dan hal itu dibenarkan berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam yakni terkait adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang
diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal
80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama
menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal
155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses
selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.,
dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3 serta
akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan
telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai
Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
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formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh
karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat
yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga
secara hukum perkara aguo merupakan kewenangan relatif Pengadilan
Agama Masamba sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang
telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan
secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi
pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal
mana merupakan orang-orang Yyang patut didengar kesaksiannya
sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat
dan Tergugat perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi
nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, tempat tinggal
setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 1
tahun 6 bulan dan sejak awal berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin
komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun

tetap tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling
bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil
surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata
jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan
materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas
yang dihubungkan dengan dalil-dalii gugatan Penggugat, maka dapat
diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan pada tanggal 19
Februari 2021 di XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX X XXXXK, XXXXXXXXX XXXX
XXXXX;

e Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang
kemudian menyerahkannya kepada imam desa setempat;

e Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama
Hengki dan Paldi dengan mahar berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;
e Bahwa wali mewakilkan kepada imam Desa setempat bernama Bahri
Usman untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;

e Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat
berstatus perawan;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat
dengan Tergugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
namun anak tersebut sudah meninggal dunia; ;

e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;

e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

e Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan;
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e Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan
serta telah tidak tinggal serumah lagi;

e Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu
perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut
sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri
sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sebagaimana
dalam surat gugatan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan
Penggugat dan Tergugat dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun
nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang
beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang
keabsahan nikah dalam perkara aquo, Majelis Hakim perlu mengemukakan

sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

il )1l ols ) J3E s30lbs Zs, VIEEs V)

Artinya: Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2
orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI
Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan
perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, ¢. wali nikah, d. 2 orang

saksi dan e. jjab dan qabul,
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Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 19 Februari 2021
di XXXX XXXXXXXXXXX, XO000X XXXX X XXXX,  XXXXXXXXX  XXXX  XXXXX,
Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara
keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta
hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana
ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo.
Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat
dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan
antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk
menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab gabulnya tersebut wali yakni ayah
kandung Penggugat telah mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan
Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang
agil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa
pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan
sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut
adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan
pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa
wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat
wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21,
Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari
oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat
dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi
syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qgabul, Penggugat telah

menyerahkan secara tunai kepada Tergugat mahar berupa Cincin emas 2
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gram dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal
30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan
Tergugat adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam
karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat
halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan
Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh
Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang
dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum
Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat juga
mengajukan tuntutan sebagaimana petitum nomor 3 (tiga) dari gugatan yang
diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya mengajukan tuntutan untuk
diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas petitum 3 gugatan Penggugat tersebut akan
Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang
terungkap dalam persidangan perkara aquo

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan secara sirri pada tanggal 19 Februari 2021 di XXXX XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXX X XXXX, XXXXXXXXX XXXX XXKXX;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang
sangat kuat (mitsagan ghalidzan) antara suami dan isteri, yang diantara
keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung
satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya
mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagai perwujudan

tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 ang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.l tahun
1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian
harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus
menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri
sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang
telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Februari 2021
yang tercatat di KUA Bone Bone XXXXXXXXX XXXX XXXXX Provinsi Sulawesi
Selatan XxXxxXXxxxx xxxx xxxxx kemudian hidup rukun dan tinggal bersama
layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi
dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan hingga kini dan telah diupayakan untuk
dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup
rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan
Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat
dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam
menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah
tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah
tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang
pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak,
pemikiran mauapun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan
hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan
kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan
menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
menimbulkan dampak yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu
tempat tinggal meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal
ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara
Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai
ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya
tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga sudah

menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur
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terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang
terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka
diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1
Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan vyaitu untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam

surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:
J2zg led| lsiSaui) 111 pSamail o o) 815 O ailils yog
O9Sai pei wlY s (9 O] do> 9 8190 pSiy

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah diciptakan-Nya
untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat
ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu,
sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya
bagi orang-orang yang berfikir”.

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka
perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat
dan Tergugat akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratan dalam bentuk
penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal
yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya
bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat
agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan
perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3
Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16
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Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh
karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan
keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan
madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fighiyah yaitu :

logaz| Jias ol e vl 13l

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung

madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil
madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan
memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan
meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan
akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat,
sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fighiyah

sebagai berikut :
':‘ s _ O}m’ =_ o s o
55 3wlaall 2332 L& s &lasll

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum
gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait permohonan untuk diceraikan
dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu
ba’in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam
serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan

Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021

dii X000 XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXK XXKK X XXX, XXXXXXXXKX XXXX XXXXX

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Penggugat (PENGGUGAT);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa
tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445
Hijriah oleh kami H. Asis, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fariq Al
Faruqgie, S.H., M.H dan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mahyomi, S.H sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

ttd ttd
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Fariq Al Faruqie, S.H., M.H H. Asis, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota II,
ttd
Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Mahyomi, S.H

Perincian biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Biaya Proses ‘Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan 'Rp 655.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



